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Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Pemasaran Perjan TVREI Nomeor
WO3/KPTS 22000 teptang  Pedoman  Kerjo Operasional  Pemasaran  di
Lingkungan  Pegan TVRI  menimbang  bahwa  untek  meningkatkan
penerimaanpendapatan Penan TVRI  scbagai  upaya mewujudkan
terselenggaranya siaran TVEI yang berkualitas diperlukan kinerja yang strategis
di lingkungan Perjan TWRI, Untuk ity dipandang perlu untuk mengatur siaran
iklan, sponsor dan kegasama melalm Perjan TWVIRL

Seiring dengan perkembangan zaman dan melalui kebijaksanaan kontrol pusat
Perjan TVRI Jakarta, TVR] Padang berubah menjad: Siasien Penviaran Klas A
dan sejak Mopember 2001 telah menavangkan iklan spot sctiap harinya sera
diperkenankan untuk menjalin kerjasama produksi dan penayangan siaran iklan
dengan pihak lain. Untuk memasang iklan di televisi tentu melalui sust
perjanjian vang tujuannya untuk mengikat pibak-pibak dalam perjanjian itu. Salsh
satu kewajiban dalam perjangian it adalah berupa membayar sejumlah vang vane
ditetapkan oleh TVRI ditambah biava operasional dan biava lainoya,

sesual dengan judul sknpsi, maka rwang lingkup permasalaban dibatasi
Adapun ruang lingkup permasalahan  scbagai berikut: bapaimana  bentuk
perjanjian penviaran iklan dikaitkan dengan buke 1 KUH Perdata bagaimana
pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pada perjan TVRI Padang, apa saja
kendala yang timbul sehubungan dengan pelaksanasn perjanjian penyiaran iklan
pada perjan TVRI Padang, dan bagaimana solusinya.

Umuk membahas mengenar permasalahan tersebut maka dipakai metode
pendekatan yuridis sosiologis. Dalam menunjang pembahasan dipskei dua jenis
data waitu data sckunder dan data primer vang dikumpulkan dengan ala
pengumpul data berupa pedoman wawancara. Setelah semua data terkumpul
kemudian diolah dengsn proses editing coding yang  dilanjutkan  dengan
melakukan analisa kualitatif,

Perjanjian penyviaran iklan ini terjadi karena adanyva persctujuan kehandak
antara pihak pemasang iklan dan pibak televisi sebagal penyelenppara, Di dalam
pelaksanagnnya perjanjian penyiaran iklan mi menimbulkan masalah biasanya
dan pihak pemasang iklan dalam hal pembayaran uang atau jasa oleh pihak TVERL

Untuk mengatasi hal-hal yang akan terjadi tersebut maka perlu hendaknya
swaty  ketentwan  khusus vang mengatur  perjanjian penviaran iklan, agar
tereiptanya kepastian hukwm dan hukum dan melindungi para pihak. Jika terjadi
perselisihan pada waktu melaksanakan perjangian, diharapkan kepada para pihak
untuk dapat mempertahankan penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk
mencapal mufakat.
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PFENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tongzak separah pertelevisian di Indonesia tepatnya dimulai pada tanggal
24 Apustus 1962 dengan adanya scara Asean Games vang diadakan di Jakana
dengan menggunakan satu pemancar vang dipasang i Komplek Senavan
Kemudian penviaran televisi berkembang di kota—kota lain sepertt Bandung,
Balikpapan. Ujung Pandang, Palembang, Medan, dan lain—iain,

Keberadaan televisi di tanah air ditetapkan berdasarkan KEPRES Nomor
215 tahun 1962 tentang Televisi Republik Indonesia (TVRI} berada di bawah
naungan Yayasan TVRIE yang dipimpin olch Presiden Republik Indonesia sebagal
Retua. Perkembangan selanjutnya status TYR] sebagal media pemenntah berada
dibawah naungan Direkiorat Jendral Radio, Televisi dan Film, status ini
berlangsung sampail dengan tzhun 1999 Dengan dihapuskannva Departemen
Penerangan Republik Indonesia aoleh K. H Abdurrahman Wahid, maka TVRI
tidak lagi bernaung di bawah Direktorat Jendral Radio, Televisi dan Film,
selamutnya pernerintah memberlakukan status  Telovisi Republik  Indoncsia
menjadi Perusahaan Jawatan (PERJIAN sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomer 36 Tahun 2000 tangeal 07 Juni 2000 tentang pendinian
Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia,

Perubahan  status ini membawa dampak  vang saneat  besar bagt

perkembangan Televisi Republik Indonesia ke depan, dan dengan perubaban ini



pula kinera Televisi Republik Indonesia harus mampu tampl] dengan Program
vang sesual dengan keinginan publik.

Berdasarkan Surgt Keputusan Direktur Pemasaran Perjan TVRD Nomor
TERPTS 22001 tentang  Pedoman  kerja Operasional  Pemasaran o)
Lingkungan  Perjan  TVRI  menimbang  bahwa  untuk  meningkatkan
penenmaan/pendapatan Pejan TVRD  sebagai  upaya  mewujudkan
terselenpparanya siaran TVRI yang berkualitas diperlukan kinerja yang stratesis
di lingkungan Perjan TVRI. Untuk ity dipendang perly untuk mengatur siaran
iklan, sponsor dan kerjasama melalui Perjan TVEL

seiting dengan perkembangan jaman dan melalw Kebijakan Kantor Pusal
Merjar TWRI Jakarta, Televist Republik Indonesia (TVRI) Padang  berubah
menjadi stasiun Penyiaran Klas A, dan sejak November 2001 Televisi Republik
Indonesia (TVRI}) Padang, telsh menayangkan iklan setiap harinyva, serta
diperkenankan untuk menjalin kerjasama produksi dan pedavangan siaran dengun
prhak lainnya

Lntuk memasang iklan di televisi tente haros melalui suatu perjanjian
vang tujuannyva untuk mengikat phak-pihak dalam pedanjian itw Salah sty
kewajiban dalam perjanjian i adalabh berupa membayar sejumlah uang yang
ditetapkan oleh TWVRI ditambah biaya operasional dan biava lainnya,

Perjanjian disini dapat diartikan scbagal perbustan hukum yvaity suatu
perbuatan  wang  akibatnya  menimbulkan  akibat  hukum. Contohnva
seekwaracsring, dimana menurut Pasal 1354 Bw coabwarsentinr adalah -

“Suatu perbuatan yvang menimbulkan akibat hukum, dimana jika SESCOTANE
dengan sukarela denpan tidak mendapat perintab untuk i, mewakili crusan
orang lain dengan ataw tanpa pengetahusn orang ini, maka secara diam-diam
mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut,
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Benak perjanpian penyiaran iklan pada TVRI Padang termasuk kepada
perjanjian tidak bernama dalam bentuk standar. Kalau dilibat dari bentuk
perjanjian vang dibual oleh pihak TVRI Padang dan disepakati olch
pihak pemasang iklan, perjanjian tersebut telah memenuht svaral sab
perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, vaitu sepakat
mereka yang  mengikatkan  dirinya,  kecakapan untuk  membuat  suaty
[.‘u.‘:ri'katﬂn; suatu hal tertentu, suatu schab vang halal. Pasal 1320 KUH
Perdala i mempunyal  Bubupgan vang  eral dengan asas  kebebasan
berkontrak, yabmu Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, semua persetujuan vang
dibual secara sah berlaku  sebapai  undang-undang bagi mereka wvang
membuainwa.

Pelaksanaan perjanjian penyiaran iklan pada TVRI Padane dilaksanakan
dengan cars pengisian prosedur vange telah ditetapkan oleh para pihak dalam
perjanjian penyviaran iklan, Cara pembavarannyva dilskukan dengan 2 cara
vaitu, cara barter dan cara non barter, kalau cara barter pembavarannya tidak
dengan membavar sejumlab vang, lapi ada cara Jain vang disepakati dalam
perjanjian oleh para pihak, sedangkan dengan cara non barter, pihak
pemasang tklan membavar dengan sejumlah uang kepada pihak TVRI dengan

Jumlah yvang telah disepakati dan dalam jangka wakiu yang telah diteniukan,
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